
 

 
 

 

 
 

BUPATI PULANG PISAU 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 20 TAHUN 2020 
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 

PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 

PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN 
PULANG PISAU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi 
Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 dan Surat Edaran  Menteri Dalam Negeri 

Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 

Hal: Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin Dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19);   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan 

Atas Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019 di Kabupaten Pulang Pisau;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3273 ); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 

Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur 
di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

 
 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4723 ); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan  ( Lembaran  Negara Republik Indonesia  

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5063); 
5. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019  

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398 ); 

6. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan dengan Undang-undang Nomor 9  Tahun 2015 
tentang Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun 1991 tentang 
Pedoman  Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1991 

Nomor  49, Tambahan Negara Republik Indonesia  
Nomor 3447); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor  42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4828 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia  Nomor  6402 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  6041); 

 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka  
Percepatan Penanganan  Corona  Virus Disease 2019 

(Covid – 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  6487 ); 

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 

Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  6322 ) ; 

13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2018 Nomor 34 ); 
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19 Dalam rangka Penanggulaangan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)           

(Lembaran  Negara Republik Indonesia  Tahun 2020 

Nomor 227), sebagaimana  telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Presiden Nomor 99 

Tahun 2020 tentang tentang Pengadaan Vaksin 

COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 
Dalam Rangka Penanggulaangan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019(Covid-19) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 66); 
15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ); 
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang   

Penetapan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 ( Covid – 19 ) sebagai  Bencana Nasional ; 
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor                       

6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus                
Disease 2019; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 

/Menkes/SK/VIII/ 2004 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan  Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian 

Luar Biasa; 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ 
Per/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular  Tertentu  

Yang Dapat Menimbulkan Wabah,dan Upaya 

Penganggulangannya; 
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 

Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19); 
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 

tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 
1755); 

 



22. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 157 ); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus  

Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2020 Nomor 249 ); 

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kepala Daerah 

Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 
2019;  

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor             

43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Tahun 2020 Nomor 43); 

26. Peraturan  Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor        

4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 

2016 Nomor 04); 
27. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019. 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI  NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG 

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM 
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN 

DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI 

KABUPATEN PULANG PISAU. 

                                   
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 

tentang tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum 

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pulang Pisau (Berita 

Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 020), di ubah 

sebagai berikut: 
 

 



1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka  yaitu 12 sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. 
3. Bupati  adalah Bupati Pulang Pisau. 

4. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Pulang Pisau. 

5. Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat TNI 

adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di wilayah 
Kabupaten Pulang Pisau. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP 

adalah Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Pulang Pisau. 
7. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain yang 

berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing 

atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung. 
8. Orang adalah Setiap individu yang berada di Kabupaten Pulang 

Pisau baik penduduk asli maupun pendatang dari Daerah lain. 

9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan 
apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap 

pengusaha atau individu untuk memperoleh keuntungan atau 

laba. 

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha. 

11. Corona Virus Disease 2019, yang selanjutnya disebut Covid-19 
adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe 
Acut Respiratory Syindome Virus Corana 2 (SARS-CoV-2) yang 

telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World 
Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non 
alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. 

12. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk 
kepentingan umum. 

 

2.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

 
Subjek pengaturan dalam peraturan ini meliputi: 

a. perorangan melakukan 5M, memakai masker, mencuci 

tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan 
mengurangi mobilitas; 

b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi 

karyawan dan pengunjung yang datang); dan 
c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan 

fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 5M bagi 

karyawan dan pengunjung yang datang. 

 
 



3. Ketentuan Pasal 4 huruf b  angka 7 diubah sehingga Pasal 4  

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4  

 
Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib 

melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain 

meliputi: 
a. bagi perorangan: 

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar 

rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak 
diketahui status kesehatannya; 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan 

air mengalir; 
3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan 

Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum: 

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media 
informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman 

mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19; 

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah 
diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer); 
3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan 

bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. upaya pengaturan jaga jarak; 

5. perbersihan dan disinfeksi lingkungan kerja berkala; 
6. penegakan kedisiplinan pada prilaku masyarakat yang 

beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan 

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk 

mengantisipasi penyebaran Covid-19 berupa alat pengukur 
suhu dan aplikasi peduli lindungi. 

 

4. Ketentuan Pasal 5 ditambah huruf o, p, q dan r  sehingga Pasal 
5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 
 

Tempat dan fasilitas umum meliputi: 

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri; 
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya; 

c. tempat ibadah; 

d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan Bandar udara; 

e. transportasi umum; 
f. took, pasar modern, dan pasar tradisional; 

g. apotek dan toko  obat; 

h. warung makan, rumah makan, café dan restoran; 
i. pedagang kaki lima/lapak jajanan; 

j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis; 

k. tempat wisata; 
l. fasilitas layanan kesehatan; 

m. area publik, tempat lainnya yang dapat dimungkinkan 



adaya kerumunan massa;  

n. tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan 
protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

o. penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan oleh 
raga; dan 

p. tempat kebugaran dan jasa perawatan 

kecantikan/rambut, pijat refleksi dan sejenis. 
 

5.  Ketentuan  BAB III ditambah satu bagian yaitu Bagian Keempat 

sehingga BAB III Bagian Keempat di antara Pasal 5 dan Pasal 6 

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  
 

Pasal 5A 
 

(1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima 

Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan melalui penyusunan 
perencanaan Vaksinasi Covid-19 wajib mengikuti Vaksinasi 

COVID19 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak 

memenuhi kreteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan 

indikasi Vaksin Covid-19 yang tersedia. 
(3) Penerima Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan distribusi dari 

Pemerintah. 
(4) Pelaksanaan Vaksin yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan pihak swasta atau organisasi lainnya wajib memenuhi 

protokol kesehatan. 
(5) Setiap orang yang mempunyai penyakit tertentu dan tidak 

dapat menerima Vaksin Covid-19 diberikan surat keterangan. 
  

6.  Ketentuan  Pasal 7  ditambahkan 4 (empat) ayat  baru, 

sehingga Pasal 7 berbunyi  sebagai berikut: 

 
Pasal 7 

 

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara 

atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang 
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 dikenakan sanksi. 

(2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. bagi perorangan: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 
2. kerja sosial; 

3. denda administratif  paling banyak sebesar  

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). 
b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau 

penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum: 

1. teguran lisan atau teguran tertulis; 
2. denda administratif  paling banyak sebesar 

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

3. penghentian sementara operasional usaha; dan 



4. pencabutan izin usaha. 

(3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) berbentuk 
antara lain: 

a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 

(dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu 
setiap hari untuk pelanggaran yang berulang; 

b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan 

Covid-19 selama 3 (tiga) hari dan/atau 
c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas social 

selama 1 (satu) hari. 

(4) Setiap pimpinan/penanggungjawab Lembaga, badan, 

sekolah dan/atau institusi Pendidikan yang melanggar 
ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap  ketentuan 

Protokol Kesehatan di sekolah dan/atau institusi 

Pendidikan diberikan sanksi berupa: 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 

c. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan 
Pendidikan bagi sekolah atau institusi Pendidikan 

swasta; dan/atau 

d. rekomendasi hukuman displin untuk kepala 
sekolah atau penanggungjawab institusi Pendidikan 

negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) Setiap pimpinan/penanggungjawab rumah ibadah yang 
melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap 

ketentuan Protokol Kesehatan dirumah ibadah diberikan 

sanksi berupa: 
a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; 

c. penutupan sementara. 

(6) Setiap pimpinan/penanggungjawab tempat kerja yang 

melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap 

ketentuan Protokol Kesehatan di tempat kerja diberikan 
sanksi berupa: 

a. untuk tempat kerja pemerintahan penjatuhan disiplin 

ASN dan Pegawai Tidak Tetap sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. untuk tempat kerja non pemerintahan: 

1. teguran lisan; 

2. teguran tertulis oleh perangkat daerah yang 
berwenang melakukan pengawasan; 

3. penyegelan sementara; 

4. rekomendasi pencabutan izin operasional; 

dan/atau. 

(7) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab  yang 

melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap 
ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi 

diberikan sanksi berupa: 

a. teguran lisan; 

b. teguran tertulis; 
c. denda administratif sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah) 
d. penutupan atau pembubaran kegiatan; dan/atau 



e. rekomendasi pencabutan izin trayek. 

(8) Dalam hal pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana 
dimaksud ayat (2) berkoordinasi dengan 

kementerian/lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia, 

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua 

Gugus Tugas Daerah. 

(9) Denda administratif disetor ke Kas Daerah. 

 
 

Pasal  II 

 

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.   

  
 

Ditetapkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 24 Februari 2022 
 

BUPATI PULANG PISAU, 

 

                                                         ttd 
 

 

PUDJIRUSTATY NARANG 
 

Diundangkan di Pulang Pisau 

pada tanggal 25 Februari 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PULANG PISAU, 
 

 

ttd  

 
TONY HARISINTA 

 

   

  
BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 01 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

Kepala Bagian Hukum 
Setda Kabupaten Pulang Pisau, 

 

 

 
UHING 

NIP. 19651001 199303 1 006 

 

 

 

 


